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‘ H‘-t e
RAN DAERAH KABUpPAT
NOMOR 13 TAHUN 2002

| TENTANG

}' RETRIBUSI SURAT 1ZIN USAHA fmmemem

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
~ BUPATI BANGGAL,

‘ ' |
i nbang : @ bahwa dengan ditetapkannya Undang - undang
Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas
Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang
Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dan Undang —
undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah dipandang perlu mengatur
pungutan Daerah dalam bentuk Retribusi
Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) ;

£
£

b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf
a, diatas perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan
Daerah.

Mengingat . 1. Undang - undang Nomor 29 Tahun 1959 tentangl
Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II chi
Sulawesi ( Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor|

74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822 ) ;

9. Undang - undang Nomor 3 ‘Tahun 1982 tentang
Wajib Daftar Perusahaan ( Lembaran Negara!
Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Negara lfomor 3214);

3. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
" pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun
1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara

4. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang
perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999
Non;;; 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3848 ) ;

L}
i
)|

“Oipandat d,enga,ﬂ"ud*mgoanmv



Lembarap Nega ara. Tab
Tembahan Lembaran Negara N
6. Eeels;urap Pemerintah Nomor 66 Tahun 20

usi Daerah ( Lembaran Negara Tahun
4139 ; 9, Tambahan Lembaran Negara 1or

7. Peraturan
Tahun 200
( Lemb

Daerah Kabupaten Banggai Nomor 20
0 tentang Kewenangan Kabupaten Banggai
aran Daerah Nomor 35 Seri D Nomor 13 )

Dengan Persetujuan | i

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1
2.

&3,
4.

adh

TENTANG RETRIBUSI SURAT IZIN USAHA
PERDAGANGAN |

BAB I |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Kabupaten Banggai ; !1
g:;;a;lnislagaerah padalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah
Otonom yang lain Set?%g;g:gan s ks
Bupati adalah Bupa at Dae;"ah yang selanjutnya di sebut DPRD adalah
Dewan Perwakilan Faa at Daerah Kabupaten Banggai sebagai Badan
De:an Perwakilan Raky
Legislatif Daeraf;e’kumpulan orang dan / atau modal yang merupakan
Badan adala_h ang melakikan usaha maupun yang tidak melakukan
kesatuan baik 13’ uti perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan
usaha yang me S saha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam
lainnya, Badan firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan,
bentuk apapurhaya1 san, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau
perkumpl}la:r’l g sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan
organisasi ¥
lainnya ; Jah Kas Daerah Kabupaten Banggai ;
Kas Daerah & dalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis
Perusahaan gersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan bekerja
g

saha yam kan dalam wilayah Negara Republik Indonesia untuk |

:erm berkedur;eh keuntungan dan atau laba ; '
. em

tujuan ™ ;

DIpINdar dengan Gamscanney




12

13.

14.

15.

16.

47,

18.

19,

Cncatat data perusahaan untuk memperoleh SIUP Kecil
- Menengah / Besar. |
j, perubahan  Perusahaan adalah meliputi perubahan dalam

_ surat Tagiha? elakukan tagihan retribusi dan / atau sanksi

/ adafah kegiatan jual beli
an secara terus menerus dengan tu
atau jasa dengan disertai imbalan atau
Izin Usaha Perdagangan, yang dapat di 3
Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha pe:
at Permohonan Izin Syrat Izin Usaha Perdagangan,
gisingkat SPL. SIUP, adalah formulir yang diisi oleh perusahaa

R

erusahaan yang meliputi nama perusahaan, Bentuk perusahan,
Alamat kantor perusahaan, nama Pemilik / Penanggung jawab,
Alamat Pemilik / Penanggung jawab, NPWP, Modal dan kekayaan
persih (Netto) kelembagaan bidang Usaha, jenis barang / jasa
dagangan utama. ‘
Cabang Per}lsahaan adalah Perusahaan yang merupakan unit ataau
bagian dari Perusahaan induknya yang dapat berkedudukan di
tempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atav
bertugas untuk melaksanakan sebagian dari perusahaan induknya. |
Perwakilan perusahaan adalah Perusahaan yang bertindak mewakili
Kantor pusat perusahaail untuk melakukan suatu kegiatan dan
atau pengurusannya ditentukan sesuai wewenang yang diberikan.
Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut
Peraturan Perundang - undangan diwajibkan untuk melakukan
pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi
tertentu ;
Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas
waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan,
tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan ; ,,
Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang dapat disingkat
SPAORD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk|
ata Objek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar
dan |pembayaran retribusi yang terutang menurut
rundang - undangan yang berlaku ; .'1
iRCtI‘ibLlSl'. Daerah yang dapat diSingkat SKRD.’
an retribusi yang menentukan besarnya pokokf!
1

melaporkan d
perhitungan
peraturan pe
Surat Ketetapan |
adalah Surat ketetap
rs(ﬁiﬁusll(’etetapan Retrlb;;lD KI?B&}I"&T al'cll Kurang Bayar Tambahan
yang dapat disingkat SKRL laha alah Surat Ketetapan yang
Lk ambahan atas jum retribusi yang telah ditetapkan;
menentutempaIl Retribusi Daerah Leplh Bayar yang dapat disingkat
§'§1f?f .Kf Sl gurat ketetapan retnbu§1 yang menentukan jumlah
SKRDLB & embayaran I‘C_tl'lbUSI karena jumlah kredit retribusi lebih
Igeleblh(«’;;lﬂ }l’)a ja retribusi yang terutang  atau tidak seharusnya
esar !
terutang ;. Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah'

Surat uml;i erupa DUngd dan / atau denda ;
administra i i

Dipandar dengan Camscanner



KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 2

j Setiap orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan u
¢ Perdagangan barang dan jasa wajib memiliki SIUP.
Mekanisme dan tata cara untuk memperoleh SIUP sebagaim
~ dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 3 ‘ 1

Setiap orang pribadi atau badan yang membuka Cabang / Perwakilan
perusahaan di Daerah wajib melapor kepada Bupati. '

Pasal 4

(I) SIUP berlaku untuk jangka walgtu 3 (h'mg) tahun. |
() Setiap tahunnya SIUP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di

daftar ulang. : : |
(3) Perubahan tentang jangka waktu berlakunya SIUP diatur dengan

Keputusan Bupati.

|
|

BAB III
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI :

i
Pasal § ‘
si Surat Izin Usaha Perdagangan dipungutﬂ

tribu
a Re Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

Dengan nampemberian

retribusi atas
Pasal 6

unh adalah setiap penerbitan Surat lzin Usaha Perdagangan,
ri

- Objek Ret
- (SIUP).

1 abusi h orang pribadi atau Badan yang mendapatka |
ubjek_,m”, | ’m”';aum Usaha Perdagangan (SIUP). s

| =

TR

canney



¢ penggunaan jasa Surat
rdasarkan jumlah modal kek

nah dan bangunan tempat usaha.

[ -
| =
1l

=R

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 9

lzin Usaha Perdagangan dihitung
ayaan bersih perusahaan, tidak

BAB VI
PRINSIP DALAM PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF

Pasal 10

‘Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Surat [zin Usaha
Perdagangan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau
‘seluruh  biaya  penyelenggaraan pemberian Surat Izin yang

} bersangkutan.

by T —

BAB VII
STRUKTUR DAN LESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 11

(1) Strukiur penetapan tarif Retribusi SIUP digolongkan berdasarxan

b, Usaha per

c. Usah
diatas

iumlah modal kekayaan persih Perusahaan yang dibagi dal
m 1 b

3 (tiga) kelas usaha yaitu : agl dalam

a. Usaha per

dagangan kecil bagi Perusahaan yang memiliki modal
kekayaan persih sampai dengan Rp. 200.000.000,- ( dua ratus
ekay 1
: , | |

juta rupxahda'gangw menengah bagi perusahaan yang memiliki.

modal diatas Rp. 200.000.000,- ( dua ratus juta rupiah ) sam;m;

500.000.000,- (lima ratus juta rupiah ) ;
deng?per&ums‘“ besar bagi perusahaan vang memiliki modal
R |

p 500.000,000,- ( lima ratus juta rupiah ).




.. lzin Usaha Perdagangan Besar (PB)

I_f.j, L
| Tarif Retribusi untuk

. pendaft ] 1
- sebagai berikut : aran ulang setiap tahun dit

a. lzin Usaha Perdagangan Kecil (PK) R
| p. 50 .000,-
b. Iz1.n Usaha Perdagangan Menengah (PM) Rp. 75.000,-
c. lzin Usaha Perdagangan Besar (PB) Rp. 150.000,-
Pasal 13

Bagi perusahaan yang membuka cabang / perwakilan perusahaan di
Daerah sebagaimana di maksud pada Pasal 3 di kenakan Retribusi
sebag..ana dimaksud pada Pasal 12. '

BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan dipungut di wilayah Kabupaten

|

|

Ll

Pasal 14 _ ;‘

|

|

Banggai. E

BAB IX
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 15

M retribuSi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun.
asa .

Pasal 16

pusi terutaﬂg adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau
Jain yang dipersamakan,

Saat retri |
 dokumen

S TR R L S




g dipersamakan,

Jasil pungutan retribyg;
disetor ke Kas Daer

-

i

BAB x1
SANKS] ADMINISTRASI

Pasal 18 ' 5

palam hal Wajib Retribusi tidak memb

kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar
2% (dua per s.en)' setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kuranga
dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. |
| i |

|

|
ayar tepat pada waktunya atau

BAB XII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 19

(I) Pembayaran retribusi yang terutang harus dﬂunasi-:gfgkangus_ ,
[2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat - lambatnya 15 (limal

belas) hari sejak diterbitkannya SKRD, SKRDKBT dan STRD. |
(3) Pémbayaran retribust sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)§

. - kepada bendaharawan khusus peneri é
dilakukan oleh pemohon n khusus penerimaan
Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang selanjutnya menyetor ke

Kas Daerah. , |

|

|

| BAB XIII

TATA CARA PENAGIHAN

, ¥

Pasal 20

| surat eguran / peringatan / surat lain yang sejenis
1) Pengeh.lar‘avﬁl pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkai sggeraf
juh) hari scjak jatuh tempo pembayaran.

2) Sejak ja9BK? i at lain yang sejenis, wajib retribusi segera et

mel i
peringal terutang. elunasi
retribust ¥ sebagaimana dimaks

3) Surat wi,“ft yang "ditunjuk. :
k- oteh et

=i pou



(1)

[2)

| adaluwarsa pena
. ayat (1) tertangguh
- a. diterbitkan syrat te

glhan retripyg;
apabila :

b. ada pengakuan yt eyl dan surat paksa.

Pejabat Pegawai ;Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah?
Daerah diberi wew

maupun tidak I?ngsuigtnbusi dari W?jib rétrit%%‘si baik langsung

|

| BAB XV i

!
RETENTUAN PENYIDIKAN ;
| Pasal 22 |
|

i

enang khusus sebagai penyidik untuk melakukan |

penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana
dimaksud dalam Undang - undang Hukum Acara Pidana. .
Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalab :
a.

menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan;
atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi,
daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih_;
lengkap dan jelas ; A
meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai
orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang
dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah
+arsebut ; : . ' N ,1
meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau.
badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi|

rah ; | |
?naeemeriksa buku - buku, catatan - cataten dan dokumen-
dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang

: usi daer ah ’

olakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti
1 embukuan, pencatatan dan dokumen - dokumen lain, serta
fnelakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut :

eminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tu as
g;nyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah : 1

i 3 el 5
DIpINdar dengan Gam




,t'ribusi daereh : & Yang berkaitan dengan J
- memanggil orang untyk didengar keterangannya dan "IJ

- sebagai tersangka atay saks -
menghentikan penyidikan 'Sl ’

;ﬂ;ﬁi{:}n] t'tigdaka'n lain yang perlu untuk kelancaran‘
- Indak pidana di bidang retribusi daerah menurut
ukum yang dapat bertanggung jawab ; i

iemotret  seseoran

) Penyldik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan
- dimulamya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya
kepada. Penuntut = Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara
Republik Indonesia sesui dengan ketentuan yang diatur dalam
Undang - undang Hukum Acara Pidana yang berlaku. |

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

ribadi atau badan yang melanggar ketentuan dalam
ah ini dipidana dengan pidana kurungan paling lama
enda sebanyak — banyaknya Rp. 5 000.000,-

(1) Setiap orang p
Peraturan Daer
6 (enam) bulan ez}&lu)l d
| ima Juta Rupiah ). . |
L, (T iﬁ‘:k pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah

an. ; 1
pelanggarsebag aimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan

.(3) g:::r?maan daerah dan diseter langsung ke Kas Daerah.

. BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN !

Pasal 24

. — lambatnya dalam tempo 3 ( tiga ) bulan setelah berlakunya
Selamba@l ~ O orah ini maka setiap orang pribadi atau badan yang

'peratuf:;ﬂﬂd SIUP wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.




tidak berlaku lagi.

L e
ke L

angan deng"é.n' F’e

Pasal 26

)l - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjar
ngenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusa

Pasal 27
peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. v
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan

f’ ngundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam
lembaran Daerah Kabupaten Banggai.

Disahkan di Luwuk
Pada tanggal 26 Nopember 2002.

Pt S
P |5 4 ;_._j. .
A TI BANGGAI,
;o

f
t | Luwuk
i angkan di Luwu
B oen 27 Nopermbe
0,5, org DAERAH KABUPATEN

r 2002
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